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BAB III
OBJEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur
3.1.1 Sejarah Kabupaten Cianjur
Pada awal berdirinya Ibu kota Kabupaten Cianjur berada di Pamoyanan dan berlangsung relatif singkat. Pada masa pemerintahan dari tahun 1707-1726, Ibukota Kabupaten Cianjur pindah ke kampung Cianjur. Pada masa ini dikenal sebagai Kabupaten Cianjur. Cianjur dikenal sebagai sentra produsen kopi di Wilayah Priangan. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Swoll, yang memerintah antara tahun 1713 sampai 1718. Daerah yang diberikan Van Swoll kepada Bupati Cianjur adalah Distrik Jampang yang terletak dibagian Timur Cianjur Selatan.
Saat itu Distrik Jampang diperkirakan telah dihuni oleh 300 Kepala Keluarga (huisgezinen). Pada masa pemerintah antara tahun 1727–1761, Cianjur mengalami perluasan kembali dengan masuknya Wilayah Cibalagung serta Cikalong kedalam Wilayah Cianjur. Pada masa ini, Cianjur setidaknya mengalami tiga kali penataan wilayah.
Selain berupa penataan wilayah, pekembangan Cianjur juga dirasakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti halnya jalan raya. Pada tahun 1808, dibangun sebuah Jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang menghubungkan ujung Barat dan ujung Timur Pulau Jawa. Dengan masuknya Cianjur sebagai wilayah yang dilalui Jalan Raya Pos ini, maka untuk Jawa bagian Barat, pembangunan jalan ini antara lain melalui Batavia-Buitenzorg-Puncak-Cianjur-Bandung-Sumedang.
Disamping jalan dibangun pula jembatan, salah satu diantaranya adalah jembatan yang melintasi Sungai Cisokan. Beralihnya kekuasaan dari pemerintah Kolonial Belanda kepada Inggris pada Tahun 1811, dalam waktu relatif singkat kembali membawa pengaruh terhadap keberadaan Wilayah Cianjur.

3.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Cianjur	
Secara geografis, kabupaten cianjur terletak di tengah propinsi jawa barat, dengan jarak sekitar 65 Km dari ibu Kota Propinsi jawa barat (bandung) dan 120 km dari ibu kota negara (jakarta), dan terletak diantara 6021’ – 7025’ Lintang Selatan dan 106042’ – 107025’ Bujur timur. Kabupaten cianjur luasnya sekitar 350.148 hektar dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
1) Sebelah utara : berbatasan dengan Wilayah kabupaten bogor dan kabupaten purwakarta;
2) Sebelah barat : berbatasan dengan wilayah kabupaten sukabumi;
3) Sebelah selatan : berbatasan dengan samudra Indonesia;
4)  Sebelah timur : berbatasan dengan wilayah kabupaten bandung dan kabupaten garut.



3.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Cianjur
Visi dan misi dari Kabupaten cianjur bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat, aman dan damai. Adapun Visi kabupaten cianjur adalah :
“CIANJUR LEBIH CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH” 
	Adapun Misi Kabupaten cianjur sebagai berikut :
1) Meningkatkan akses terhadap pendidikan yang bermutu akan meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia (SDM) guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi yang akan meningkatkan mutu hidup masyarakat kabupaten Cianjur.
2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan akan mempengaruhi kesiapan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.
3) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal.
4) Meningkatkan pembinaan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meningkatnya  pembinaan kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah (tri kerukunan), serta agar meningkatnya kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.


3.2 Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur
3.2.1 Gambaran umum Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur merupakan alat Pemerintah Daerah yang tugasnya menjalankan bagian urusan rumah tangga daerah yaitu sebagai pencari dana untuk membiayai pembangunan Kabupaten Cianjur, yang berdasarkan penyerahan hak atas ketentuan dalam rangka otonomi daerah yang diserahkan kepadanya.
Kantor ini berdiri pada tahun 1945 yang menginduk pada Kantor Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan pada waktu itu belum ada Kantor khusus mengelola di bidang pendapatan daerah, maka untuk itu sementara waktu dipusatkan pada kantor Biro Keuangan dan Pendapatan. Kemudian pada tahun 1957, dikeluarkan Undang-undang baru dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 dan 12 tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak dan Retribusi Daerah, tetapi masih menginduk kepada Kantor Biro Keuangan dan Pendapatan.
Selanjutnya pada tahun 1974 dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur yang berpedoman pada Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan Daerah, maka sejak tahun itu Dinas Perpajakan Daerah diganti dengan Dinas Pendapatan Daerah.
Pada Tanggal 18 Januari 2009 dikeluarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur. Dengan demikian nama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur diganti kembali dengan nama DINAS PERPAJAKAN DAERAH.

Kedudukan dan Tugas Pokok 
Dinas Perpajakan Daerah merupakan instansi pembantu Pemerintah Daerah yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :
A. Kedudukan
Sebagaimana yang diatur di dalam Bab II Bagian Pertama pasal 2 dari Keputusan Bupati Cianjur nomor 10 tahun 2009 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi di lingkungan Dinas Perpajakan Daerah bahwa Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perpajakan yang dipimpin seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B. Tugas Pokok
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpajakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 

3.2.2 Visi Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur
“Terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah yang profesional dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk menunjang APBD”.

3.2.3 Misi Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang profesional
2. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah
4. Meningkatkan Koordinasi Internal dan Eksternal

3.2.4 Struktur Organisasi serta Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Perpajakan Daerah
Struktur organisasi diperlukan dalam memberikan kemudahan dan memberikan kejelasan dalam bentuk kerangka mengenai gambaran berbagai hubungan kerja antara aparatur Dinas Perpajakan Daerah  serta menentukan tugas dan tanggungjawab berdasarkan jabatan masing-masing anggota dalam suatu wadah organisasi. Berikut struktur organisasi di lingkungan Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur :



































Susunan Organisasi Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur
Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2009 yang diatur dalam Pasal 5 Bagian Kedua dari Bab III, susunan organisasi Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekertariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Bina Potensi Perpajakan, membawahkan :
a. Seksi Intensifikasi dan Ekastensifikasi Pajak;
b. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
c. Seksi Akuntasi dan Pembukuan.
4. Bidang Penagihan, membawahkan :
a. Seksi Pajak Hotel dan Restoran;
b. Seksi Pajak Penerangan Jalan Umum, Perpakiran, Reklame dan Pajak Lainnya;
c. Seksi Pengawasan pengendalian dan Penyidikan Perpajakan.
5. Bidang Pembantuan Pajak Bumi Bangunan dan Bagi Hasil, membawahkan :
a. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Seksi Pajak Penghasilan dan bagi hasil Non Pajak.
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Perpajakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yaitu Kepala Dinas Perpajakan Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala dinas menyelenggarakan fungsi yaitu :
1. Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perpajakan; 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perpajakan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perpajakan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas Perpajakan Daerah dibantu oleh :
1. Sekertariat 
Sekertariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan program. Adapun rincian fungsi dari sekertariat adalah :
a. Pengkoordinasian  dan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sekertariat;
b. Pengkoordainasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan dan anggaran dinas;
c. Pengkoordinaisian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perpajakan;
d. Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
g. Pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
h. Pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
i. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
j. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksana program dan kegiatan;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberiakan oleh Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, sekertariat dibantu oleh :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang bertugas :
a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan kegiatan Sekertariat;
b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana kebutuhan, pendistribusian, pemeliharaan barang, gedung, taman, dan peralatan kerja;
c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, penerimaan tamu, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan dinas;
d) Melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
e) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan, penerimaan, penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas, arsip sesuai dengan ketentuan;
f) Melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
g) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
h) Melakukan koordinasi, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
i) Melalukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris.
2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, yang bertugas :
a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan program dan kegiatan Sekertariat;
b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebiajakan teknis operasional di bidang pembinaan pembendaharaan, pengelolaan administrasi keuangan dan sistem akuntasi keuangan dan barang/perlengkapan dinas;
c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana anggaran dan pendapatan dinas;
d) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang atau barang/perlengkapan dinas;
e) Melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan;
f) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan barang/perlengkapan/aset dinas;
g) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akutansi keuangna dan barang/perlengkapan/aset dinas;
h) Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
i) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
3) Sub Bagian Penyusunan Program, yang bertugas :
a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan dan Program sesuai dengan program dan kegiatan Sekertariat;
b) Melakukan penyaiapan bahan koordinasi perumusan kebiajakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
d) Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas;
e) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyusunan program dan kegiatan dinas;
f) Melakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi manajemen pelaksana program dan kegiatan dinas;
g) Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
h) Melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
i) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Bina Potensi Perpajakan
Bidang Bina Potensi Perpajakan, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagaian tugas dan fungsi dinas di bidang pemetaan potensi, perhitungan, penetapan, intensipikasi, ekstensipikasi pajak, pengelolaan akutansi dan pembukuan.
Dalam melaksanakan tugasnya bidang Bina Potensi Perpajakan, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Potensi Perpajakan;
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pemetaan potensi, penyusunan rencana pendapatan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, bagi hasil non pajak perhitungan, penetapan, intensipikasi, ekstensipikasi pajak; pengelolaan akutansi dan pembukuan;
c. Penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pemetaan potensi, penyusunan rencana pendapatan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, bagi hasil non pajak perhitungan, penetapan, intensipikasi dan ekstensipikasi pajak, pengelolaan akutansi dan pembukuan;
d. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pemetaan potensi, penyusunan rencana pendapatan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, bagi hasil non pajak perhitungan, penetapan, intensipikasi dan ekstensipikasi pajak, pengelolaan akutansi dan pembukuan;
e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di badang pemetaan potensi, penyusunan rencana pendapanatan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, bagi hasil non pajak perhitungan, penetapan, intensipikasi dan ekstensipikasi pajak, pengelolaan akutansi dan pembukuan;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional pemetaan potensi, penyusunan rencana pendapatan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, bagi hasil non pajak perhitungan, penetapan, intensipikasi dan ekstensipikasi pajak, pengelolaan akutansi dan pembukuan;
g. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan dinas dan atau lembaga terkait dengan tugas Bidang Bina Potensi Perpajakan;
h. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemetaan potensi, penyusunan rencana pendapatan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, bagi hasil non pajak perhitungan, penetapan, intensipikasi dan ekstensipikasi pajak, pengelolaan akutansi dan pembukuan;
i.  Penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pemetaan potensi, penyusunan rencana pendapatan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, bagi hasil non pajak perhitungan, penetapan, intensipikasi dan ekstensipikasi pajak, pengelolaan akutansi dan pembukuan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikana oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Bina Potensi Perpajakan dibantu oleh :
1) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, yang bertugas : 
2) Seksi Perhitungan dan Penetapan, yang bertugas :
3) Seksi Akutansi dan Pembukuan, yang bertugas :

3. Bidang Penagihan Pajak Daerah
Bidang Penagihan Pajak Daerah, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang penagihan pajak daerah.
Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Penagihan Pajak Daerah, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan Pajak daerah;
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah;
c. Penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang penagihan dan penerimaan pembayaran pajak daerah;
d. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang penagihan dan penerimaan pembayaran pajak daerah;
e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dinas di bidang penagihan  dan penerimaan pembayaran pajak daerah;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional penagihan dan penerimaan pembayaran pajak daerah;
g. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang Penagihan Pajak Daerah;
h. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang penerimaan pembayaran pajak daerah;
i. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang penagihan dan penerimaan pembayaran pajak daerah;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, bidang penagihan pajak dibantu oleh :
1) Seksi Pajak Hotel dan Restoran :
2) Seksi pajak penerangan jalan umum, perpakiran, reklame dan pajak lainnya :
3) Seksi pengawasan Pengendalian dan Penyidikan Perpajakan:

4. Bidang Pembantuan Pajak Bumi bangunan dan bagi hasil
Bidang pembantuan pajak bumi bangunan dan bagi hasil, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang pembantuan pajak bumi bangunan, pajak penghasilan dan bagi hasil non pajak.
Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pembantuan pajak bumi bangunan dan bagi hasil, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemvantuam pajak bumi bangunan dan bagi hasil;
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah;
c. Penyiapan dan penyajian data dan iformasi mengenai potensi serta permasalahan;
d. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas;
e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional;
g. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi;
h. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang pembantuan pajak bumi dan bangunan;
i. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.
 
Untuk menyelenggarakan fungsinya, bidang pembantuan pajak bumi bangunan dan bagi hasil dibantu oleh :
1) Seksi pajak bumi dan bangunan:
2) Seksi pajak penghasilan dan bagi hasil non pajak:

5.	UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)
Dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah. Jadi UPTD ini bertugas dalam membantu sebagian kegiatan  dinas dalam hal teknis operasional.

3.2.5	Data Pegawai Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur
Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang merupakan kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kualitas, tindakan, benda dan lain sebagainya. Data dapat berwujud kumpulan huruf, angka ataupun simbol. 
Jadi data jumlah Personil (Pegawai) yang ada pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur pada tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 seluruhnya berjumlah 51 (lima puluh satu) orang, yang terdiri dari :
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 			=   43 Orang
2. Tenaga Sukarela (TKS)				=     8 Orang
Jadi keseluruhan jumlah pegawai beserta TKS yaitu laki-laki terdiri dari 40 orang dan pegawai perempuan 11 orang. Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur dilihat dari pegawainya mencukupi untuk ukuran sebuah Dinas yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
Berikut Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut ini :
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